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ABSTRACT 

This research uses the term Dana Alokasi Umum Nagari (Henceforth DAUN), general allocation fund for village as the replacement of the term village block grant. This research especially aims to solve tree major problems in DAUN policy, namely allocation, distribution, and the problem of priority DAUN program for the improvement of Nagari. This research uses case study approach that took place in Padang Pariaman West Sumatera.

There are two data categories used in this research. First the data about stakeholders perception. The data gained through questionnaire that include 22 respondents selected through purposive sampling. Second, the data about the characteristic of Nagari that explain about the need and ability of Nagari in managing its governance. This secondarily data was collected from documentary study of Nagari.

By using analytic hierarchical process (AHP) in analyzing the data, this study found, first the proportional fund for regency and Nagari was 86 : 14. Second compared with its fiscal capability the fiscal need dimension showed 59% in the formulation of the DAUN. Third, the first priority DAUN program was the improvement of Nagari infrastructure, the last priority was the improvement of Nagari economic affairs.

Keywords:  Dana Alokasi Umum Nagari (DAUN), fiscal capability, fiscal need, priority DAUN Program.  

PENDAHULUAN
Sistem pemerintahan Indonesia memasuki babak baru ketika UU No 22 dan No 25 tahun 1999 dinyatakan efektif berlaku di seluruh wilayah Indonesia. Implementasi Undang-Undang ini memungkinkan dibentuknya desa sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat disekitar desa tersebut. Penjelasan pasal 93 ayat (1) Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 menyatakan bahwa “istilah desa disesuaikan dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat seperti Nagari, Kampung, Huta, Bori, dan Marga”. Dengan lahirnya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 ini pemerintah memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah propinsi/kabupaten/kota untuk menyesuaikan pemerintahan desa dimasing-masing daerah kepada sistem pemerintahan yang lebih sesuai dengan karakteristik sosial budaya masyarakat setempat.

Adanya peluang ini dan juga adanya kesadaran bersama masyarakat Sumatera Barat akan berbagai kelemahan dalam sistem pemerintahan desa yang dipaksakan prakteknya selama dua dasawarsa (1979 - 1999), masyarakat Sumatera Barat memutuskan untuk kembali ke sistem pemerintahan nagari yang diyakini lebih cocok dengan adat istiadat Minangkabau. Keinginan tersebut diwujudkan melalui Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat No. 9 Tahun 2000 tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari yang ditetapkan tanggal 16 Desember 2000. Pilihan untuk kembali ke nagari ini adalah dipandang sebagai sebuah upaya untuk menciptakan ketahanan agama dan budaya yang berdasarkan tradisi dan sosial budaya masyarakat Sumatera Barat, yang selama ini dalam sistem pemerintahan desa cenderung diabaikan keberadaannya.      

Menurut Wijaya, dkk (2000:103-105), terdapat tiga aspek yang menjadi perhatian utama dalam kebijakan desentralisasi yaitu pembagian kekuasaan (sharing of power), pembagian pendapatan (sharing of income), dan pemberdayaan (empowering). Restrukturisasi pembagian pendapatan antara kabupaten dan desa/nagari yang belum diatur secara jelas UU No 25 tahun 1999 yang mengatur tentang dana perimbangan pusat daerah, tidak menyebutkan secara eksplisit bagian desa (Nagari)  dari dana perimbangan yang diterima kabupaten. UU No 22 tahun 1999 pasal 107 menyatakan bahwa salah satu sumber pendapatan desa (Nagari)  berasal dari bantuan pemerintah kabupaten. Dana bantuan kabupaten tersebut berasal dari bagian desa dari pajak dan retribusi daerah, serta bagian desa/nagari dari dana perimbangan pusat daerah yang diterima kabupaten. 

Hubungan keuangan antara kabupaten dengan desa selama ini banyak diwarnai oleh ketidakseimbangan (imballance) fiskal. Sebagai contoh, berdasarkan penelitian Heriwibowo (2003) di Sumbawa ditemukan adanya fiskal ketimpangan yang amat lebar antara keuangan pemerintah Kabupaten Sumbawa dengan keuangan pemerintah desa yang berjumlah 149 desa. Berkebalikan dengan kondisi keuangan, distribusi penduduk, tingkat kemiskinan, dan berbagai permasalahan pembangunan lebih banyak terakumulasi di wilayah administrasi desa. 

Penelitian ini menggunakan terminologi Dana Alokasi Umum Nagari (DAUN) sebagai pengganti istilah dana bantuan Nagari. Perumusan kebijakan mengenai DAUN ini terdiri atas tiga permasalahan utama yang harus dipecahkan, yaitu permasalahan alokasi, permasalahan distribusi, dan arahan pemanfaatan DAUN bagi pembangunan di Nagari.Kegiatan ini harus dilakukan secara partisipatif agar setiap komponen masyarakat (stakeholders) dapat dilibatkan dalam proses perumusan kebijakan. Permasalahan tersebut menjadi fokus penelitian ini yang secara teknis dirumuskan dalam kalimat pertanyaan “bagaimanakah memformulasikan alokasi, distribusi, dan prioritas pemanfaatan DAUN secara partisipatif?”.

TINJAUAN TEORITIS
DAUN dan Kesejahteraan Masyarakat Nagari

Dana Alokasi Nagari (DAUN) merupakan dana transfer dari pemerintah kabupaten ke Nagari. DAUN dibutuhkan karena adanya desentralisasi dan otonomi Nagari, yaitu pelimpahan berbagai kewenangan untuk memberikan pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan Nagari sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. 

Berdasarkan prinsip money follow function, maka fungsi yang dijalankan pemerintahan Nagari harus disertai aspek pendanaan. Semakin besar anggaran yang dimiliki oleh pemerintahan Nagari, maka semakin meningkatkan kemampuan pemerintahan Nagari dalam menyediakan pelayanan bagi masyarakat. Peningkatan pelayanan ini berarti akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Nagari. 
1. Keseimbangan Anggaran Kabupaten dan Nagari
Anggaran yang digunakan oleh pemerintahan Nagari merupakan anggaran yang berasal dari pemerintahan kabupaten. Pengalokasian DAUN dalam jumlah yang signifikan tentu akan menyebabkan berkurangnya kemampuan pemerintah kabupaten dalam menyediakan barang publik X dan Y. Sebenarnya pengurangan penyediaan barang publik merupakan konsekuensi dari proses desentralisasi dan otonomi ke pemerintahan Nagari. 

Desentralisasi dan otonomi Nagari menyebabkan tanggung jawab penyediaan barang publik tersebut telah dialihkan ke pemerintahan Nagari. Dengan demikian sesungguhnya yang terjadi dengan pengalokasian DAUN dalam jumlah yang signifikan disertai tanggung jawab yang seimbang tidak menyebabkan kondisi pareto optimum, yaitu kondisi dimana salah satu pihak diuntungkan dengan pihak lain dirugikan namun justru tercapai kondisi pareto improvement (Stiglitz, 2000: 57). Kondisi pareto improvement ini menyebabkan pemerintahan kabupaten dan pemerintahan Nagari sama-sama dalam posisi yang diuntungkan. 
2.  AHP sebagai Model Mencapai Pareto Improvement
Kondisi pareto improvement tercapai bila pihak kabupaten maupun Nagari sama-sama puas. Kepuasan dalam kenyataannya dapat ditempuh dengan memasukan preferensi masing-masing pihak dalam perumusan keputusan yang akan dibuat. Model AHP merupakan model perumusan keputusan yang memungkinkan setiap pihak untuk memberikan penilaian terhadap persoalan yang dihadapi, dan memiliki instrumen untuk memadukan apabila penilaian mereka saling berbeda. Pareto improvement dapat dicapai dengan menggunakan model AHP karena berbagai keunggulan metode ini seperti dapat persoalan kompleks dengan mudah, penggunaan hirarki, adanya uji konsistensi, perhitungan untuk sintesis, dan dapat diulang.
AHP sebagai Alat Analisis
1.  Asumsi Dasar Metode AHP

AHP digunakan sebagai metode perumusan formulasi DAUN berangkat dari asumsi adalah dekomposisi logis (logical decompotition), penilain komparatif (comparative judgement), sintesis prioritas (synthesis of priority), konsistensi logis (logical consistency), prioritas, eigenvector, dan konsistensi, dan sensitivitas (sensitivity) (lihat dalam Saaty, 1993: 28 dan Yansekardias, 2001: 34-38).
2.  Hirarki Persoalan Yang Digunakan
a. Hirarki alokasi DAUN. Hirarki alokasi DAUN disusun dalam rangka mencapai tujuan mengatasi kesenjangan vertikal antara kabupaten dengan Nagari. Berdasarkan pertimbangan kelompok belanja pemerintah hirarki pengalokasian DAUN disusun. seperti terlihat pada gambar 1.

Gambar 1
Hirarki Alokasi DAUN

b.  Hirarki Distribusi DAUN.  Pendistribusian DAUN terutama  ditujukan   untuk  mengatasi kesenjangan fiskal antar Nagari. Kesenjangan fiskal ditentukan oleh variabel kebutuhan fiskal (fiscal need) dan kemampuan fiskal (fiscal capacity). Hirarki dalam pengalokasian DAUN seperti ditunjukkan gambar 2. 


Gambar 2  
Hirarki Pendistribusian DAUN

c.  Hirarki pemanfaatan DAUN. Pemanfaatan DAUN disesuaikan dengan pengalokasian dana sesuai dengan struktur pemerintahan Nagari dan pedomanan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja Nagari (APBNagari). Sehingga pohon pemanfaatan DAUN seperti ditunjukkan oleh gambar 3.


Gambar 3  
Hirarki Pemanfaatan DAUN

3.  Model Formulasi Yang Diusulkan
a. Model Formulasi Alokasi DAUN. DAUN bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat daerah yang diterima oleh kabupaten. Oleh karena itu DAUN merupakan bagian tertentu dari dana perimbangan yang dirumuskan sebagai berikut.
      DAUN Total = (0,1 x Pajak Daerah) + (0,1 x Retribusi Daerah) + 

 ((Nagari x Dana Perimbangan)



    (2.1)

      Dimana (Nagari adalah bobot Nagari dari penggunaan dana perimbangan

b. Model Distribusi DAUN. Variabel-variabel yang mewakili kebutuhan fiskal memiliki hubungan yang searah dengan bobot Nagari, sedangkan variabel yang mewakili kemampuan fiskal memiliki hubungan yang berkebalikan (inversi). 

   Model distribusi DAUN yang diusulkan adalah sebagai berikut.
BDj = ((JP x iJPj)+ ((JPM x iJPMj) + ((LW x iLWj)+ ((OT x iOTj)

   + ((LD x iLNj) + ((PP x iPPj) + ((PR x invers iPRj)  

   + ((PANeg x invers PANegj)   ..............................................   (2.2)

DAUNj = DAUNTotal    x BNj  ............................................................. (2.3)
Dengan BN adalah bobot Nagari, dan ( adalah bobot masing-masing variabel, i adalah indeks variabel.

Variabel Nagari yang akan digunakan dalam rumus (2.2) telah ditransformasikan dalam bentuk indeks. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan nilai relatif masing-masing variabel antar Nagari. Rumus untuk menghitung indeks variabel sebagai berikut.
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DATA DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN
1.  Data yang Dibutuhkan

Data yang dibutuhkan secara garis besar dibedakan dalam dua kategori, yaitu data persepsi stakeholders dan data karakteristik Nagari. Data mengenai persepsi stakeholders diperoleh dari hierarki masalah yang akan dipecahkan, yaitu hirarki alokasi DAUN, pendistribusian DAUN, dan prioritas pemanfaatan DAUN. Secara lengkap data persepsi stakeholders ini dituangkan dalam kuisioner penelitian. Data karakteristik Nagari adalah variabel-variabel yang menggambarkan kemampuan dan kebutuhan fiskal Nagari. Data kemampuan fiskal Nagari dicerminkan oleh variabel pendapatan asli Nagari (PANeg) dan potensi pajak bumi dan bangunan (PP). Adapun data kebutuhan fiskal digambarkan oleh variabel jumlah penduduk (JP), jumlah penduduk miskin (JPM), luas wilayah (LW), ongkos transportasi (OT), prestasi dalam lomba Nagari (LN), dan rasio realisasi pajak bumi dan bangunan (RP). 
2.  Metode Pengumpulan Data
Pengumpulan data persepsi stakeholders dilakukan melalui wawancara mendalam (indepth interview) dengan panduan instrumen kuisioner penelitian. Stakeholders DAUN terdiri dari pemerintah (eksekutif) kabupaten, DPRD (legislatif) kabupaten, Wali Nagari, Badan Perwakilan Nagari/BPD (legislatif) Nagari, dan tokoh masyarakat dari kalangan akademisi dan lembaga swadaya masyarakat. 

Responden penelitian merupakan kelompok orang-orang yang spesifik (specific target groups), sehingga pemilihan responden dilakukan dengan teknik purposive sampling tipe judment sampling (Sekaran, 203: 277). Teknik sampling ini dipertimbangkan sesuai dengan metode AHP yang mengasumsikan penilaian seorang yang ahli (expert) pada suatu persoalan dapat menggantikan data-data empirik yang biasa digunakan dalam penelitian. 

Berdasarkan pengamatan di lapangan terpilih 22 orang responden yang berlatar belakang dari lembaga eksekutif kabupaten, lembaga legislatif kabupaten, Wali Nagari, anggota BPAN, dan tokoh masyarakat. Untuk data karakteristik Nagari data didapatkan dari Bagian Pemerintah Nagari (Setda Kabupaten Padang Pariaman), Bappeda, Kantor Pelayanan Pajak dan juga dari Kantor Wali Nagari. 

3.  Hasil Pengumpulan Data

    1.  Persepsi tentang Alokasi DAUN
Tabel 1 memperlihatkan hasil penilaian yang lebih besar atau lebih kecil dari satu, Angka satu sendiri berarti kedua variabel sama-sama penting. Jika penilaian antara BAU dengan BOP adalah 1,01, berarti BOP lebih penting sedikit dibandingkan BAU. Sebaliknya, jika nilai untuk BAU dengan BTT adalah 2,11 berarti penggunaan dana perimbangan untuk BAU dua kali lebih penting dibandingkan untuk BTT. Secara lengkap perbandingan tingkat kepentingan penggunaan Dana Alokasi Umum Nagari  menurut responden dapat dibaca pada tabel 1.

Tabel 1  

Nilai Perbandingan Kelompok Penggunaan Dana Perimbangan 

pada Masing-Masing Jenis Belanja Pemerintah
	No
	Perbandingan antar Jenis Belanja
	Nilai Kelompok

	1
	BAU – BOP
	1,01

	2
	BAU – BMO
	1,08

	3
	BAU – BTR
	2,64

	4
	BAU – BTT
	2,11

	5
	BOP – BMO
	2,03

	6
	BOP – BTR
	2,77

	7
	BOP – BTT
	2,60

	8
	BMO – BTR
	3,81

	9
	BMO – BTT
	2,07

	10
	BTR – BTT
	0,88


Keterangan: 

BAU = Belanja Administrasi Umum; BOP = Belanja Operasional dan Pemeliharaan; BMO = Belanja Modal; BTR = Belanja Transfer; dan BTT = Belanja Tak Tersangka (Sumber : hasil olahan data kuisioner).

     2.  Persepsi tentang Distribusi DAUN

Tabel 2 menunjukkan bahwa kesenjangan fiskal antarNagari disebabkan oleh perbedaan kebutuhan. Perbedaan kebutuhan antar Nagari lebih disebabkan oleh variasi elemen kependudukan, dibandingkan karena variasi elemen kewilayahan atau insentif yang diterima oleh Nagari. 

Tabel 2.

Nilai Perbandingan Kelompok pada Masing-Masing Variabel 

dalam Pendistribusian DAUN
	Level
	Variabel
	Nilai Kelompok

	Level 1
	NEED – CAP
	1,44

	Level 2
	PDDK – WLY
	1,07

	
	PDDK - IST
	1,52

	
	WLY – IST
	1,59

	Level 3
	JP – JPM
	0,39

	
	LW – OT
	1,11

	
	PR – LD
	4,43

	
	PANeg - PP
	2,20


Keterangan: 

CAP  = Kemampuan fiskal, NEED = Kebutuhan fiskal; PDDK = kependudukan; WLY = kewilayahan; IST = insentif; JP = jumlah penduduk; JPM =  jumlah penduduk miskin; LW = luas wilayah; OT = ongkos transportasi; PR = realisasi pajak; LN = prestasi dalam lomba Nagari; PANeg = pendapatan asli Nagari; PP = potensi pajak. (Sumber: hasil olahan data kuisioner).

     3.  Persepsi tentang Pemanfaatan DAUN
Nilai perbandingan kelompok ditunjukkan pada tabel 3. Berdasarkan penilaian terhadap keenam kombinasi jenis kegiatan pemerintahan Nagari, terdapat tiga kombinasi yang memiliki nilai rata-rata geometrik lebih kecil dari satu, sedangkan lainnya lebih besar sedikit dari satu. Perbedaan tertinggi pada pasangan jenis kegiatan pengadaan sarana dan prasarana wilayah dengan kegiatan ekonomi. Perbedaan yang terendah pada dua kombinasi kegiatan, yaitu kegiatan rutin dengan prasarana dan kegiatan ekonomi-sosial kemasyarakatan. Nilai rata-rata geometrik untuk kombinasi kegiatan pemerintahan Nagari ditunjukkan tabel 3. 

Tabel 3 
Nilai Perbandingan Kelompok untuk Kombinasi Kegiatan 

Pemerintahan Nagari yang Dibiayai melalui DAUN

	No
	Pasangan Kegiatan
	Nilai Kelompok

	1
	Rutin – Prasarana 
	1,90

	2
	Rutin – Usaha Ekonomi Nagari 
	0,95

	3
	Rutin – Sosial Kemasyarakatan 
	1,94

	4
	Prasarana – usaha ekonomi Nagari
	1,01

	5
	Prasarana – sosial kemasyarakatan
	1,73

	6
	Usaha ekonomi Nagari – sosial kemasyarakatan
	1,70


                Sumber :  hasil olahan data kuesioner
4.  Analisis Data

     1.  Analisis perhitungan AHP

Pengolahan hasil penilaian persepsi responden dengan metode AHP untuk mendapatkan nilai. Proses pengolahan ini disebut sebagai sintesis, hasil sintesis selanjutnya dilakukan uji konsistensi. Berdasarkan uji konsistensi penilaian responden terhadap prioritas berbagai jenis belanja pemerintah, diperoleh nilai iCR adalah 31%. Angka ini menunjukkan bahwa masih memerlukan pengujian konsistensi terhadap jawaban atas pertanyaan berkaitan dengan tema atau topik yang menjadi fokus penelitian. Nilai konsisten yang dapat diterima maksimal sebesar 10%. Kedua bobot prioritas lokal ini dikalikan untuk mendapatkan bobot prioritas global Bobot prioritas global ini merupakan bobot alokasi dana perimbangan untuk kabupaten dan Nagari. Hasil perhitungan prioritas global tersebut ditunjukkan tabel 4.   

Berdasarkan data tabel 4. tersebut terlihat bahwa dari Dana Alokasi Umum yang menjadi bagian Kabupaten Padang Pariaman, responden menginginkan sebesar 14% dibagi kepada Naragi secara adil dan proporsional. Tentu angka 14% ini tidak dihitung dari total DAU, tetapi dari nilai DAU setelah dikurangi dengan beban belanja pegawai selama satu tahun.

Tabel 4. 
Bobot Prioritas Global 

Penggunaan Dana Perimbangan untuk Kabupaten dan Nagari
	Jenis

Belanja 
	Bobot Belanja
	Kabupaten

 
	Nagari

 
	Bobot

	
	
	
	
	Kabupaten
	Nagari

	BAU
	0,29
	0,86
	0,14
	0,25
	0,04

	BOP
	0,19
	0,86
	0,14
	0,16
	0,03

	BMO
	0,17
	0,86
	0,14
	0,14
	0,02

	BTR
	0,19
	0,89
	0,11
	0,17
	0,02

	BTT
	0,17
	0,86
	0,14
	0,14
	0,02

	Bobot Prioritas Global
	0,86
	0,14


Sumber : hasil analisis data

Tabel 5 menunjukkan bobot global yang akan menjadi bobot variabel dalam rumus pendistribusian DAUN di Kabupaten Padang Pariaman. Pengujian konsistensi penilaian responden hanya dilakukan pada level kedua, karena pada level ini terdapat tiga hal yang dibandingkan yaitu faktor kependudukan, kewilayahan, dan insentif. 

Tabel 5.  

Hasil Perhitungan Bobot Prioritas Lokal dan Global

 Penilaian  Responden untuk Pendistribusian DAUN
	Bobot Prioritas Lokal Level-1
	Bobot Prioritas Lokal Level-2 
	Bobot Prioritas Lokal Level-3
	Bobot Prioritas Global

	NEED
	0,59
	PDDK
	0,36
	JP
	0,75
	0,16

	
	
	
	
	JPM
	0,25
	0,05

	
	
	WLY
	0,34
	LW
	0,76
	0,15

	
	
	
	
	OT
	0,24
	0,05

	
	
	IST
	0,30
	PR
	0,79
	0,14

	
	
	
	
	LN
	0,21
	0,04

	CAP
	0,41
	PANeg
	0,78
	0,32

	
	
	PP
	0,22
	0,09

	Jumlah
	1,00


Sumber : hasil analisis data

Topik analisis ketiga adalah mengenai prioritas pemanfaatan DAUN untuk berbagai belanja kegiatan pemerintah Nagari. Hasil analisis terhadap persepsi responden menunjukkan bahwa belanja pemerintah Nagari untuk membangun atau mengembangkan sarana prasarana Nagari di bidang pemerintahan, pemasaran, produksi, dan transportasi menempati urutan tertinggi. Hal ini didukung oleh kondisi di lapangan yang memperlihatkan masih minimnya ketersediaan sarana dan prasarana Nagari tersebut. 

     2.  Formulasi dan Simulasi DAUN

Berdasarkan hasil analisis penilaian responden di atas, maka dapat dirumuskan formulasi alokasi dan distribusi DAUN untuk Kabupaten Sumbawa sebagai berikut.

1. Alokasi DAUN adalah 14 persen dari total dana perimbangan yang diterima pemerintah kabupaten. Persentase ini berasal dari bobot prioritas global penggunaan dana perimbangan sebagaimana diterangkan pada bagian 3.1. dan bobot Nagari ((Nagari) pada persamaan (2.1) disubstitusi dengan bobot prioritas global, sehingga diperoleh rumusan alokasi DAUN sebagai berikut.

DAUN Total = (01, x pajak daerah) + (0,1 x retribusi daerah) + 

(0,14 x (DAU – belanja pegawai satu tahun))

   

 (3.1)
2.  Formulasi umum pendistribusian DAUN sebagaimana dinyatakan melalui rumus (2.2) dan (2.3), berdasarkan hasil analisis persepsi responden maka formulasi rumus pendistribusian DAUN sebagai berikut.

       DAUNj = DAUNTotal    x BNj  ............................................................... (3.2)

       Dimana bobot Nagari (BDj) adalah:

       BDj = 0,16 iJPj + 0,05 iJPMj + 0,15 iLWj + 0,05 iOTj + 0,04 iLNj
                   + 0,14 iPRj + 0,09 (invers iPPj) + 0,32(invers PANegj)   ....... (3.3)

     3.  Arahan Pemanfaatan DAUN 

Hasil penelitian memberikan informasi mengenai arahan pemanfaatan DAUN bagi pembangunan Nagari. Prioritas utama DAUN sebaiknya diarahkan bagi peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana di Nagari. Hal ini didukung oleh fakta di lapangan bahwa berbagai sarana dan prasaran Nagari dalam kondisi memprihatinkan. Prioritas kedua dalam pemanfaatan DAUN adalah untuk menunjang keperluan rutin pemerintahan Nagari, terutama untuk meningkatkan gaji aparat Nagari. Gaji yang diterima saat ini dirasa masih jauh dari cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.

Kegiatan sosial kemasyarakatan menempati prioritas berikutnya untuk dibiayai melalui DAUN. Aktivitas sosial kemasyarakatan dipandang lebih penting dari pengembangan ekonomi Nagari, karena melalui aktivitas tersebut justru diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pada akhirnya juga akan mengembangkan perekonomian Nagari. Secara detail, arah pemanfaatan menurut persepsi responden dapat terbaca pada tabel 6. 

Tabel 6.

Arah Pemanfaatan DAUN menurut Persepsi Responden, 2004

	No
	Keterangan
	Bobot

	1
	Belanja Rutin
	0,26

	2
	Belanja Sarana-prasarana Nagari
	0,27

	3
	Belanja untuk ekonomi Nagari
	0,21

	4
	Belanja untuk kegiatan sosial kemasyaratan
	0,26


     4. Prasyarat Implementasi. 

Implementasi DAUN memerlukan usaha persiapan. Beberapa permasalahan dalam pemerintahan Nagari yang perlu dibenahi dalam rangka implementasi DAUN antara lain lemahnya kapasitas dan kompetensi perangkat Nagari, administrasi yang masih tradisional, adanya permasalahan internal pemerintahan Nagari, dan masih lemahnya kontrol sosial masyarakat Nagari.

Pembenahan sistem keuangan Nagari dalam rangka implementasi DAUN sangat diperlukan. Langkah pertama pemerintah kabupaten perlu melakukan sosialisasi terhadap besar alokasi, formulasi pendistribusian, dan arahan pemanfaatan DAUN. Seiring dengan sosialisasi tersebut, dilakukan permintaan data ke pemerintah Nagari. Pemerintah Nagari menyerahkan data yang selanjutnya akan diverivikasi dan diolah oleh badan khusus di kabupaten. Tentu pemerintah Nagari dapat melakukan perhitungan sendiri untuk memperkirakan besar DAUN yang akan diterima. Perkiraan oleh pemerintah Nagari ini dperlukan untuk penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja Nagari (RAPBDes) untuk tahun anggaran berikutnya. Rancangan anggaran tersebut disusun berdasarkan rencana pembangunan Nagari yang bersifat strategis. Dengan demikian di Nagari perlu disusun rencana strategis sebagaimana halnya di kabupaten. Pemerintah Nagari bersama Badan Perwakilan Anak Nagari (BPAN) membahas dan mengesahkan rancangan APB Nagari yang selanjutnya dijalankan oleh pemerintah Nagari dan diawasi oleh BPAN. Pemerintah kabupaten dapat melakukan pembinaan, monitoring, dan pengusutan sesuai dengan peraturan daerah bila terjadi penyimpangan dalam penggunaan DAUN. Peran pemerintah kabupaten tersebut tidaklah dilakukan dalam rangka intervensi, namun menjadi pengawas atas masukan yang diberikan oleh warga Nagari. Dengan demikian kontrol sosial warga Nagari terhadap pemerintah Nagari dan BPAN sangat diperlukan agar kedua lembaga tersebut tidak melakukan penyimpangan. Terinspirasi oleh usulan Maryunani (2002) dalam penataan hubungan antara pemerintah kabupaten dan Nagari, maka gagasan tentang implementasi DAUN tersebut digambarkan seperti terlihat pada gambar 1.

KESIMPULAN DAN SARAN 
Kesimpulan

Berdasarkan hasil studi ini dapat ditarik simpulkan sebagai berikut.

1. Perumusan DAUN secara partisipatif dapat dilakukan dengan metode AHP. Melalui metode ini, perumusan didasarkan atas hirarki permasalahan dan menggunakan penilaian stakeholders menjadi bobot variabel dalam formulasi. Perumusan dengan cara ini dalam rangka mencapai tujuan pareto improvement karena persepsi stakeholders  di kabupaten maupun di Nagari terlibat dalam perumusan DAUN. Diharapkan dengan keterlibatan tersebut, pihak kabupaten dan Nagari merasa puas atas keputusan yang dihasilkan. 

2. Hierarki pengalokasian DAUN disusun berdasarkan penilaian penggunaan dana perimbangan untuk lima jenis belanja pemerintah untuk kabupaten dan Nagari. Kelima jenis belanja tersebut adalah belanja administrasi umum, belanja operasional, belanja modal, belanja transfer, dan belanja tak tersangka. Berdasarkan penilaian responden yang mewakili stakeholders, disimpulkan bahwa proporsi kabupaten dari dana perimbangan sebesar 86 persen dan Nagari sebesar 14 persen. Dengan demikian besar alokasi DAUN dari DAU  setelah dikurangi belanja pegawai sebesar 14 persen. 

3. Hirarki pendistribusian DAUN terdiri dari tiga level, pertama tujuan pendistribusian DAUN terdiri dari dua dimensi yaitu dimensi kemampuan fiskal dan dimensi kebutuhan fiskal. Level kedua, dimensi kebutuhan fiskal terdiri dari tiga elemen yaitu kependudukan, kewilayahan, dan insentif. Berdasarkan kedua level hirarki tersebut, maka pendistribusian DAUN terdiri dari tujuh variabel yaitu jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin, luas wilayah, ongkos transportasi, rasio realisasi pajak bumi dan bangunan, prestasi dalam lomba Nagari, pendapatan asli Nagari, dan potensi pajak bumi dan bangunan yang ada di Nagari. Berdasarkan penilaian responden, dimensi kebutuhan fiskal menentukan 59 persen dalam formulasi, dan sisanya ditentukan oleh dimensi kemampuan fiskal. 

4. Hirarki pemanfaatan DAUN disusun berdasarkan empat jenis kegiatan pemerintah Nagari yaitu kegiatan untuk belanja rutin, kegiatan sosial kemasyarakatan, kegiatan pembangunan sarana/prasarana Nagari, dan kegiatan usaha ekonomi Nagari. Berdasarkan penilaian responden, prioritas utama pemanfaatan DAUN adalah untuk pembangunan sarana/prasarana Nagari, dan prioritas terakhir untuk pengembangan usaha ekonomi Nagari. 

5. Permasalahan dalam implementasi DAUN antara lain lemahnya kapasitas dan kompetensi perangkat Nagari, administrasi keuangan yang masih tradisional, adanya permasalahan internal pemerintahan Nagari, dan masih lemahnya kontrol sosial masyarakat Nagari. Oleh karena itu diperlukan berbagai program penyiapan seperti pendidikan dan pelatihan aparatur Nagari, perbaikan dalam rekrutmen, penataan sistem keuangan pemerintah Nagari, dan meningkatkan kontrol sosial melalui pemberdayaan masyarakat.
Saran
Saran yang perlu disampaikan sebagai berikut.

1. Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman perlu mengambil langkah insiasi dalam pelaksanaan desentralisasi dan otonomi Nagari. Kebijakan tersebut dilakukan melalui pelimpahan berbagai urusan publik ke level pemerintahan Nagari yang disertai aspek pembiayaannya.

2. Perumusan dana alokasi Nagari (DAUN) yang terdiri dari konsep alokasi, konsep distribusi, dan konsep pemanfaatan dapat digunakan sebagai instrumen implementasi desentralisasi dan otonomi Nagari tersebut. Dengan konsep ini diharapkan dapat mengurangi kesejangan fiskal secara veritakl dan horisontal, serta memberikan pedoman dalam pemanfaatan DAUN dalam pembangunan Nagari.

3. Penggunaan Metode AHP disamping berbagai keunggulan yang diberikan, mempunyai kelemahan dalam hal generalisasi. Penelitian ini didasarkan atas persepsi stakeholders di Kabupaten Padang Pariaman,  yang belum tentu sama dengan persepsi stakeholders di daerah lain. Oleh karena itu bobot-bobot dalam formulasi alokasi, distribusi, dan pemanfaatan dapat berbeda sama sekali bila dilakukan di daerah lain. Berdasarkan hal tersebut, penelitian serupa di daerah lain sangat perlu dilakukan.  
DAFTAR PUSTAKA

Anonim, 2002. Undang-Undang Otonomi Daerah. JJ Learning. Yogyakarta.

Bahl, Roy, 1999. Intergovernmental Transfers in Developing and Transition Countries: Principles and Practice. World Bank. Washinton, D.C. 

Brodjonegoro, Bambang dan Arlen T Pakpahan, 2002. “Evaluasi atas DAU 2001 dan Permasalahannya”. dalam Sidik, Mahfud (ed.): Dana Alokasi Umum, Konsep, Hambatan, dan Prosek di Era otonomi Daerah. Kompas, Jakarta, 53-84. 

Maarif, M. Syamsul dan Tanjung, Hendri, 2003. Teknik-teknik Kuantitatif untuk Manajemen. Grasindo, Jakarta

Mahi, B. Raksaka dan Adriansyah, 2002. “Sejarah Transfer Keuangan Pusat ke Daerah”. dalam Sidik, Mahfud (ed.): Dana Alokasi Umum, Konsep, Hambatan, dan Prosek di Era otonomi Daerah. Kompas. Jakarta, 1-22. 

Halim, Abdul, 2002. Akutansi Sektor Publik: Akutansi Keuangan Daerah. Penerbit Salemba Empat. Jakarta.

Hamid, Edi Suandi, 2003. “Formula Alternatif Dana Alokasi Umum”. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia Vol. 18, Nomor 3, Juli 2003. Fakultas Ekonomi UGM. Yogyakarta

Heriwibowo, Dedy, 2003. “Pendekatan Partisipatif dalam Perumusan Dana Alokasi Desa dengan Metode Analytic Hierarchy Process (AHP): Studi Kasus di Kabupaten Sumbawa”. Tesis S2, Program Magister Ekonomika Pembangunan UGM (tidak dipublikasikan)

Hyman, David N., 1999. Public Finance: A Contemporary Application of Theory to Policy, Sixth Edition, The Dryden Press

Maryunani (ed.), 2002. “Alokasi Dana Desa; Formulasi dan Implementasi”. PT. Danar Wijaya Brawijaya University Press. Malang.

Munir, Badrul, 2000. Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Perspektif Otonomi Daerah. Bappeda NTB. Mataram

Musgrave, Richard dan Peggy Musgrave, 1989. “Public Finance in Theory and Practice”. Fifth Edition. McGraw-Hill Book Company. Singapore. 

Nugroho, Riant, 2000. “Otonomi Daerah: Desentralisasi Tanpa Revolusi; Kajian dan Kritik atas Kebijakan Desentralisasi di Indonesia”. Elex Media Komputindo. Jakarta.

​​​​​​​

Saaty, Thomas L., 1993. Pengambilan Keputusan bagi Para Pemimpin; Proses Hirarki Analitik untuk Pengambilan Keputusan dalam Situasi Kompleks. Seri Manajemen No 134. PT Pustaka Binaman Pressindo. Jakarta.

Sekaran, Uma, 2003. “Research Methods for Business; A Skill-Building Approach”. Fourth Edition. John Wiley & Sons. Innc., New York.

Shah, Anwar, 1994. The Reform of Intergovermental Fiscal Relations in Developing and Emerging Market Economies. The World Bank, Washinton, D.C.

Simanjuntak, Robert A dan Djoko Hidayanto, 2002. “Dana Alokasi Umum di Masa Depan”. dalam Sidik, Mahfud (ed.). Dana Alokasi Umum, Konsep, Hambatan, dan Prosek di Era otonomi Daerah. Kompas. Jakarta,  151-176.

Soehino, 2002. “Perkembangan Pemerintahan di Indonesia”. Liberty. Yogyakarta.

Stiglitz, Joseph E., 2000. Economic of The Public Sector. Third Edition. W.W. Norton & Company. New York.

Turne, Mark and David Hulme, 1997. “Governance, Administration, and Development; Making The State Work”. MacMillan, London.

Wijaya, Angger Jati, Moh. Najib, Oddie Salahudin, Subarjo, E.B. Marwanto, dan Kiswondo, 2000. “Reformasi Tata Pemerintahan Desa Menuju Demokrasi”. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.

Widjaja, HAW, 2003. “Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat, dan Utuh”. Rajawali Press. Jakarta.

Yansekardias, 2001. “Analytic Hierachy Process (AHP): Sebuah Metode Pembobotan Alternatif dalam Pembagian Dana Alokasi Umum (DAU) Studi Kasus di Propinsi D.I. Yogyakarta”. Tesis S2, Program Magister Ekonomika Pembangunan UGM (tidak dipublikasikan).

CAPACITY





NEEDS





PP





PANeg





LN





PR





OT





LW





JP





JPM





Pendistribusian


DAUN





Bag. Nagari





Bag. Kabupaten





BTT





BTR





BMO





BOP





BAU





Dana Perimbangan





PDDK





WLY





IST





Pemanfaatan DAUN





RUTIN





PRASARANA





EKONOMI





SOSMAS
























































Model Dan Formulasi Dana Alokasi Umum Nagari (Adli)                                                                          455
462                                                                                            Ekuitas Vol.10 No.4 Desember 2006: 455 - 470
Model Dan Formulasi Dana Alokasi Umum Nagari (Adli)                                                                          463

_1167852170.unknown

